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ABSTRAK

Perkembangan praktek korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat.
Korupsi bahkan saat ini dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan yang luar
biasa (extraordinary crime). Predikat extraordinary crime ini membawa
konsekuensi untuk dilakukannya pemberantasan korupsi melalui cara-cara yang
luar biasa (extraordinary measure) dan instrumen-instrumen hukum yang luar
biasa pula (extraordinary instrument). Salah satu upaya pemberantasan korupsi,
khususnya korupsi politik (political corruption) yang dapat dilakukan adalah
dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi pelaku
tindak pidana korupsi yang juga merupakan pejabat publik. Secara yuridis, pidana
tambahan pencabutan hak-hak tertentu seperti halnya hak politik telah jelas diatur
dalam pasal 10 jo pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam pasal
18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun diatur mengenai pidana
tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagaian hak-hak tertentu. Akan tetapi
penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu seperti halnya
hak politik tidak dapat serta merta berjalan lancar dalam upaya pemberantasan
tindak pidana korupsi. Posisi hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia,
membawa konsekuensi kajian pencabutan hak politik yang juga harus didasarkan
pada perspektif hak asasi manusia. Hak politik dalam hak asasi manusia masuk
dalam kategori hak yang boleh dikurangi (derogable rights). Pengurangan hak
boleh dilakukan apabila penyimpangan yang terjadi sebanding dengan ancaman
yang akan dihadapi jika hak ini tidak dikurangi dan harus diterapkan secara non-
diskriminasi. Pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi
diharapkan dapat menjadi suatu bentuk upaya pemberantasan korupsi yang
efektif, karena hal ini bukan hanya merupakan suatu bentuk konsekuensi yuridis
yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga suatu
bentuk konsekuensi etis yang harus dipertanggungjawabkan mengingat posisi
pelakunya yang merupakan pejabat publik.
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